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PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 172.1.1/4 TAHUN 2020
TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN KEBUMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 128 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dinyatakan
bahwa DPRD Kabupaten / Kota harus
mengkonsultasikan  rancangan = Peraturan DPRD
Kabupaten / Kota tentang Tata Tertib DPRD kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum
ditetapkan.

bahwa setelah membahas 4 (empat) Rancangan
Peraturan DPRD melalui mekanisme yang berlaku,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
perlu memberikan persetujuan terhadap 4 (empat)
Rancangan Peraturan DPRD untuk ditetapkan menjadi
Peraturan DPRD;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kebumen tentang Persetujuan terhadap Penetapan 4
(empat) Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten
Kebumen;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah @ Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3254) sebagaimana telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6187);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

1. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
180/0006500 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan

Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen tertanggal 27
Maret 2020.

2. Rapat Panitia Khusus Penyusun Peraturan DPRD

Kabupaten Kebumen tanggal 8 April 2020.

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten

Kebumen tentang :

1. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kebumen;

2. Kode Etik DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen;

3. Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

4. Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan
Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kabupaten

Kebumen.

Terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen

yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, sebelum ditetapkan dan diundangkan agar

disampaikan ke Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati

Kebumen untuk mendapatkan nomor register Peraturan

DPRD.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 April 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
/¢ KANBUPATEN KEBUMEN
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